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Abstrak
 

Setiap anggota kepolisian selalu diharapkan menjadi aparat yang dapat menegakkan hukum, pemelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat serta mampu untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Dengan tugas dan harapan dari masyarakat tersebut maka setiap anggota Polri merupakan personel pilihan

yang selain mampu melaksanakan tugas dengan baik juga memiliki budi pekerti yang luhur.

Dengan adanya peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian, maka diharapkan dapat menjadikan

setiap anggota Polri adalah tauladan dalam bertindak dan berperilaku baik dalam pelaksanaan tugas maupun

dalam keseharian di masyarakat. Hal ini juga guna menjaga citra Polri di masyarakat. Namun di tengah

usaha untuk menjaga citra Polri ini, masih ditemukan adanya anggota yang melakukan tindakan asusila yang

menurunkan citra Polri di masyarakat. Ini terbukti dengan masih ditemukanya pemberitaan di media massa

tentang perilaku tersebut serta masih adanya laporan dari masyarakat tentang tindakan asusila yang

dilakukan oleh anggota Polri.

Bid Propam, dimana di dalamnya terdapat fungsi pengawasan dan pembinaan disiplin dan penegakkan Kode

Etik Profesi, dituntut untuk dapat menjaga dan memelihara serta meningkatkan disiplin anggota serta

memastikan anggota untuk selalu bekerja dengan mendasarkan kepada Kode Etik Profesi dan disiplin

anggota Polri.

Dengan melakukan penelitian yang dilaksanakan di lingkungan Bid Propam Polda DIY yang menggunakan

metode wawancara dan observasi serta studi dokumen, penulis mendapatkan gambaran tentang beberapa hal

yang melatarbelakangi terjadinya tindakan asusila serta kendala bagi Bid Propam dalam menegakkan

disiplin dan Kode Etik Profesi Polri terkait tindakan asusila tersebut. Kendala ini justru datang dari

perangkat peraturan dan perundangan yang belum secara tegas mengatur proses penyelesaian tindakan

asusila sebagai pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Polri dengan mencantumkan tindakan asusila

sebagai pasal kornulatif yang dapat di selesaikan dengan sidang disiplin atau sidang kode etik.

Dengan dua penyelesaian yang ada ini, maka anggota akan cenderung untuk berusaha memilih Cara yang

menguntungkan mereka dalam proses penyelesaian dengan sanksi yang ringan.

Deegan adanya temuan tersebut, maka salah satu Cara untuk menekan pelanggaran tindakan asusila yang

yang dilakukan oleh anggota Polri adalah dengan merevisi peraturan dan perundangan yang mengatur

tentang sidang Kode Etik Profesi Polri dan sidang disiplin anggota Polri sehingga tercipta satu mekanisme

dalam menangani pelanggaran asusila yang dilakukan anggota.
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